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ABSTRAK 

Pada dasamya Pegawni Negeri S1p1I yang kehtdupannya 1elah diJamm penuh oleh 
Pernerintah sudah sepanlaSll)a melakukan tugasn�a sebagaim:ina yang 1clah dtpennlllhkan 

epadan)a Namun demik1an didalam prnkleknya mnsih d1Jumpai adanya Pegawai Ncgen 
5 pal yang rnelakukan keJahntan dalam Jabatan sepcrti melakukan Tmdak Pidana Korups1. 
1 ndak Pidana Korups i yang d11aku!..:m oleh Pegnwai Negcn Sipil m�rupakan suatu 
perbU3tan yang s:ingat bertenmngan dengan pcraturnn-peratur:in sena Kode Etik Pegawa1 
Negen S1pil dan .1uga bertent:angan dcngan hukum pos1t1f, sebab tindak pidana yang 
d1lakukan Pcgawai Negeri Sipil merupakan pengmgkaran dalum rnenjalankan lugas dan 
pengabchan terhadap negara dan masyarakal 

Dmntara bentuk peraturan yang berlaku di lndonesm yang secarn nyata mcmbuat 
batasan tcrhadap ·r 1ndak Pidana Korups1 yang d1lakukan oleh Pcgawai Ncgcri Sipil, adalah: 

• Kllab Undang-undang Hukum P1dana (KUHP) 
• Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 d1ubah dengan Undang-undang Nomor 20 

Tahun 200 I tentang Pcmberantnsan Tmdak Pidana Korupst 
• lJndang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tcntang Perubahan Alas Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok l-.epegav.-a1an 
• Pcraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan D1siplin Pegawa1 

Negeri S1pil 
• Peraturan Pemerintah Nornor 96 Tahun 2000 Tentang Wewcnang Pengangkatan. 

Pemindaban clan Pemberhentian PegawaJ Ncgeri Sipil 
• Kode Etik Pegawai Negeri Sip1l. 

Didalam Pcnulisan Skrips1 ini Penulis mengambil sua1u Putusan dari Pengadilan 
Negen Medan dtmgan nomor 826'Pid-B!l985!PN-Medan, atas nam11 terdakwa Sanus1 
\:a..;uuon, bekcrJa sebaga1 Eks Bendaharawan pcnenma dt kantor Kesyahbandaran 
Bc1awnn). Dari kasus terscbu1 dapat d1uraikan bahwa keJahatan yang dilakukan oleh 
enfakwn Sanusi Nasution tersebut 1clah mcrugikan Negara scbesar Rp 81.946.114,90,­
-elapan puluh satu ju1a semb1lan ralus empat p uluh cnam nbu o;eratus cmpal belas rupiah 

s=ib1lan puluh sen). Dalam hal 1ru 1crdakwa Sanus1 Nasut1on dikenakan pasal I (I) 
ndang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Ten1ang Tmdak P1dana Korupsi JO pasal 415, 516 

·:... 'HPidana. 
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